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PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI LAHAT 

NOMOR 32 TAHUN 2017 

 

T E N T A N G 

 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAHAT, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor       Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, 

maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat dengan 

Peraturan Bupati; 

 

Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1821); 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 

Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. … 



5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

 

13. … 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah denga Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4577); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2005 Nomor 140; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan  Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

 

 

23. … 



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor     Tahun 2017 

tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10); 

27. Peraturan Bupati Lahat Nomor 56 Tahun 2015 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten  Lahat Tahun 2015 Nomor 58). 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : Peraturan Bupati Lahat tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat 

Tahun Anggran 2018. 

 

    

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lahat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lahat dan DPRD Kabupaten Lahat, serta ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

2. APBD-P adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 

Kabupaten Lahat; 

3. Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat; 

4. Bupati / Wakil Bupati adalah Bupati Lahat dan Wakil Bupati Lahat; 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat; 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah DPRD Kabupaten Lahat; 

7. … 



7. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk atas persetujuan 

Bupati Lahat dan DPRD Kabupaten Lahat ; 

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten lahat; 

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaran pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut; 

10. Pengelolaan Keungan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertangungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; 

11. Unit Kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu atau beberapa 

program; 

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah penjabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya; 

13. Pengguna barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang 

kewenangan pengguna barang milik daerah; 

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD; 

15. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah; 

16. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah; 

17. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih; 

18. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih; 

19. Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah 

dan belanja daerah; 

20. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 

dan belanja daerah; 

21. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya; 

22. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran; 

23. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang 

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD; 

 

24. … 



24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 

pada suatu program yang terdiri dari kesimpulan tindakan pengerahan 

sumber daya, baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang 

modal termasuk peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari 

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa; 

25. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; 

26. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran atau tujuan 

program kegiatan; 

27. Hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program; 

28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 

tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 

melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD; 

29. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan 

kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya; 

30. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 

tahun; 

31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA-OPD.  

 

Pasal 2 

(1) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I : Prinsip Penyusunan APBD 

BAB II : Kebijakan Penyusunan APBD 

BAB III :  Teknis Penyusunan APBD dan Perubahan APBD 

BAB IV : Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan 

Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) 

BAB V :  Hal-hal khusus lainnya 

BAB VI :  Penutup 

(2) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal… 



Pasal 3 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lahat Tahun Anggaran 2018 digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan 

oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018. 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat. 

 

 

Ditetapkan di  Lahat 

        pada tanggal     19 Juni 2017 

 

          

 

 

 

 

Diundangkan di Lahat 

pada tanggal       19 Juni 2017 

 

 

 

 

  

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 33 

 


